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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa 

simpulan, yaitu: 

1. Efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB) pada dari tahun 2011-2014, berada pada rata-rata 73,94% 

dengan kriteria kurang efektif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 

sebesar 106,81% dengan kriteria sangat efektif, hal ini disebabkan 

adanya sosialisasi pengalihan BPHTB ke Daerah. Sedangkan nilai 

terendeh terjadi pada tahun 2014 sebesar 36,34% dengan kriteria tidak 

efektif, hal ini disebabkan kurangnya pemungutan BPHTB dan 

kurangnya pelaporan pajak oleh wajib pajak. 

2. Rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Gorontalo dari tahun 2011-

2014 sebesar 79,56% dengan kriteria kurang efektif. Nilai tertinggi 

terjadi pada tahun 2011 sebesar 95,41% dengan kriteria efektif, hal ini 

disebabkan adanya beberap jenis pajak yang didaerahkan salah 

satunya BPHTB. Sedangkan perolehan terendah terjadi pada tahun 

2012 sebesar 64,13% dengan kriteria kurang efektif, hal ini disebabkan 

beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan. 

3. Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah 

kota Gorontalo. jika efektivitas BPHTB meningkat maka akan terjadi 
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peningkatan pada pajak dearah Kota Gorontalo. besar pengaruh 

efektivitas pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Gorontalo 

sebesar 27,0%. 

 
5. 2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan 

BPHTB dengan melakukan sosialisasi tentang pajak BPHTB agar 

mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melakukan 

kewajiban perpajakaannya.  

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dan dana 

oprasional petuas pemungut pajak, dengan malakukan pelatihan-

pelatihan bagi para pemungut pajak. Agar setiap Janis pajak daerah 

dapat dipungut dengan baik. Serta pemerintah daerah perlu 

mempertimbangkan penetapan target pajak, sebab target pajak perlu 

disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. 

3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan porsi belanja modal 

(infrastuktur) daerah, terutama dalam untuk pengembangan 

infrastuktur  jalan. Peningkatan infrastuktur akan meningkatkan nilai 

tanah dan bangunan didaerah, sebab tanah dan bangunan memiliki 

prospek yang tinggi terhadap pembangunan daerah. 
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